
Kepada Yth, :
I . Ketua KPU

2. Para Ketua Komisi Pemilihan Urnum (KPU) Provinsi/Kabupaten/Kota
3. Para Ketua Komisilndependen Pemilihan (KIP) Aceh/Kabupaten/Kota
4. Pasangan Bakal Calon Gubemur dan Wakil Gubernur
5. Pasangan Bakal Calon BupatiNValikota dan Wakil BupatiNValikota
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TENTANG

PETu"JUK TEK, ,Is PENYA"PAiAN LAPORA" HARTA KEKAYAAN

DAN PE"BERIAN TANDA TERllVIA DALAIVI PROSES

PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATl, DAN WALIKOTA

Beadasarkan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubemur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentsng Perubahan Undang-Undang

Nomor I Tahun 2015 Tentsng Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor I Tahun 20.4 Tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota Menjadi

Undang-Undang sena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh,

Tanda Tenma Laporan Hana Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan salah satu

persyaratan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Dalam rangka mengantisipasi proses pemilihan Gubemur, Walikota, dan Bupati

yang dilaksanakan secara serentak, Komisi Pemberantasan Korupsi yang untuk

selanjutnya disebut KPK, perlu mengatur kernbali petunjuk teknis penyampaian Laporan

Hana Kekayaan dan pemberian tanda tenma alas Laporan Hana Kekayaan tersebut

sehingga penanganan Laporan Hana Kekayaan yang diserahkan oreh Pasangan Bakal

Calon Gubemur, Walikota, dan Bupati menjadi Iebih efektif dan efisien.

Nomor : SE- 03 10,106120,5
SURAT EDARAN

Ialan H. R. Rasuna Said Kav. C-I, Jakarta Seiatan 12920
Telp. (62-21) 25578300, Fax. (62-21) 52892456, http://WWW. kpk. go. id



Beadasarkan alasan-alasan tersebut di alas, KPK menerbilkan Surat Edaran ini

yang mengatur hal-hal sebagai hankut:

A. Un. U"

I. Penyampaian Laporan Hana Kekayaan o1eh Pasangan Bakal Calon Gubemur dan

Wakil Gubemur, Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakin Bupati, seto Pasangan

Bakal Calon Wallkota dan Wakil Wallkota, untuk selanjutnya cocara bersama-

disebut sebagai Pasangan Bakal Cabn, dilaksanakan dengansama

menggunakan Formulir Laporan Hana Kekayaan Penyelenggara Negara, untuk

seianjutnya disebut LHKPN.

2. KPK akan memberikan Tanda Tenma Penyerahan Formulir LHKPN alas

penyerahan Formulir LHKPN yang telah diisi dan dilengkapi dengan dokumen

pendukung.

3. Formulir LHKPN dapat dineroleh dengan cam:

a. mengunduh dan Mebsite KPK

b. meinneroreh langsung dan KPK; atau

c. meinfolokopi dan netak ash Formumr LHKPN.

B. KOORDINASI KPK DENGA" PENYELENGGARA PE, ,ILIHAN U"UIUl

I. KPK berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Urnum, untuk colanjutnya disebut

KPU, mengenai tahapan, program, danjadwal penyelenggaraan Pemilihan Urnum
Reinenntahan Daerah.

2. Untuk mendukung kelancaran proses identifikasi Pasangan Bakal Calon dan

persiapan Penguinuman Hare Kekayaan Pasangan Calon inaka KPU

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan AcerVKabupaten/Kota,

untuk seianjutnya disebut sebagai Penyelenggara Pemilihan Urnum Daerah,

diharapkan menyampaikan data dan informasi kepada KPK sebagai hankut:

a. Daftar data pribadi 001uruh Pasangan Bakal Calon yang paling sadikit memust

nama, tempat dan tanggal Iahir, alamal, nomor telepon, dan jabatan

sebelumnya;

b. Nama Pasangan Bakal Calon yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon;
dan



c. Nama Penghubung (Person in Charge) dan kontak (nomor telepon kantor dan

selular, alamal kantor, e-mail seto faksimili) dan Penyelenggara Pemilihan

Urnum Daerah yang dapat dihubungi untuk memudahkan koordinasi.

3. Penyelenggara Pemilihan Urnum Daerah diharapkan menyampaikan data dan

informasi cobagaimana tersebut pada huruf B, 2 kepada KPK meIalui nomor kontak

cobagaimana dimaksud dalam hurtif E of bawah, dalam reklu I (satu) han setelah

data dan informasitersebut diterbitkan dan/atau diperoleh.

C. PENYAl"FAIAN FORMULIR LHKPN DAN PE, ,BERIAN TANDA TERlll, A LHKPN

I. Penyerahan Fomiulir LHKPN kepada KPK o1eh Pasangan Bakal Calon dilakukan:

a. secara langsung kepada KPK c. q Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan

LHKPN of Godung KPK, Jl. H. R Rasuna Said Kav. C. ,, Jakarta 12920 pada

han dan jam kena sebagai hankut:

b. meIaiui Penyelenggara Pemilihan Urnum Daerah untuk seianjutnya diserahkan

kepada KPK;

c. me laini POS tercalat yang ditujukan kepada KPK c. q Direklorat Pendaftaran

dan Reinenksaan LHKPN di Gadung KPK, Jl. H. R Rasuna Said Kav. C. ,,
Jakarta I 2920,

2. Pasangan Bakal Calon menyerahkan Formulir LHKPN dengan menuliskan pada

sudut kiri atas amplop, sebagaimana contoh di bareh ini:

HARI KERJA

Senin s. d Kamis

Jumat

JAM KERJA

Puku109.00 s. d 16.00 WIB

Puku109.00 s. d 16.30 WIB

CONTOH PENULISAN UNTUK
PE, ,ILU KEPALA DAERAH

TINGKAT PROVINSl

PILKADA

CALO" GUBER, IUR <"AMA

PROVINSl>

UNTUK PERIODE 20xx a. d 20xx

CONTOH PENULISA" UNTUK
PE"ILU KEPALA DAERAH

TINGKAT1<ABUPATENIKOTA

PILKADA

CALO"

1<ABIKOTA>

UNTUK PERIODE 20n s. d 20xx

BUPATl <NAMA



3. Pengisian Formulir LHKPN dilakukan dengan kalentuan sebagai hankut:

a. Pasangan Bakal Calon hanis melaporkan hana kekayaan dengan

menggunakanjenis Formulir LHKPN yang tepat, yaitu:

I) Formulir LHKPN Model KPK-A, diperuntukkan bagi yang belum pemah

me laporkan hana kekayaan kepada KPK.

2) Formulir LHKPN Model KPK-B, diperuntukkan bagi yang telah melanerkan

hana kekayaannya kepada KPK atau meminki Nomor Harta Kekayaan.

b. Formulir LHKPN diisi sesuai dengan Petunjuk Pengisian Formutir LHKPN
Model KPK-A atau Model KPK-B.

c. Surat pemyataan dan seluruh surat kuasa hanis diisi dengan benar dan

dinndatangani seita hamstersi cukup.

4. Formulir LHKPN dilengkapi dengan fotokopi dokumen pendukung berupa: KTP,

bukli kepemilikan tanah, SppT PBB atau gink, STNK/BPKB, bukli rekening

(deposito/giroftabungan/setaia kas lainnya) dan dokumen pendukung lainnya.

5. KPK akan metakukan vennkasi/penelilian ternadap sonua Formulir LHKPN yang

dilerima mengenai:

a, ketepalanjenis Formulir LHKPN yang dipergunakan;

b. kesesuaian pengisian pada setiap halaman Formulir LHKPN sesuai dengan

Perunjuk Pengisian Formulir LHKPN Model KPK-A atau Model KPK-B;

c. kelengkapan dokumen pendukung isian Formulir LHKPN yang dilampirkan.

6. KPK akan memberikan Tanda Tenma Penyerahan Fom, ulir LHKPN apabila

Formulir LHKPN tersebul telah memenuhi persyaralan sebagaimana dimaksud

pada Angka 5.

7. Untuk menghindari kesalahan penggunaan jenis Formulir LHKPN inaka Pasangan

Bakal Calon dan Penyelenggara Pemilihan Urnum Daerah dapat mominta

informasi kepada KPK.

8. KPK dapat me Iakukan klarifikasi LHKPN dengan me minta keterangan kepada

Pasangan Calon yang telah diretapkan aleh Penyelenggara Pemilihan Urnum

Daerah pada wilayah reinilihan urnum reinenntahan daerah tenentu.

D. LE"BAR PENGUl"UMAN HARTA KEKAYAA"

KPK akan menyampaikan I. embar Penguinuman Hana Kekayaan at as LHKPN

Pasangan Calon yang telah dinakukan vennkasVpenelitian darnalau klarifikasi kepada

Penye!enggara Pemilihan Urnum Daerah.



E. LAIN. LAIN

Apabila Pasangan Bakal Cabn dan Penyelenggara Pemilihan Urnum Daerah

mein butuhkan informasi dan data, dapat menghubungi KPK c. q. Direklorat
Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN melaini:

a, 021 - 25578300 ex1.8335
b. 021 - 25578300 ext. 7034
c. 021 - 25578300 ext. 8217
d. 021 - 25578396

TELEPON

Dengan diterbilkannya Surat Edamn ini, inaka Surat Edamn Pimpinan Komisi

Pemberantasan Konipsi Nomor SE-008101/08/201, tentang Perunjuk Teknis

Penyampaian Laporan Hana Kekayaan Dan Pemberian Tanda Tenma Daiam Proses

Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, tangga19 Agus!us 20.1 dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Atas perhatian dan ke^asama Saudara, kami ucapkan tenma kasih.

FAKSl, ,ILl

021- 5292/230 infooi"cada. inkon@kok. o0. id

EMAIL
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Jakarta, 26 Juni 2015

*

Ternbusan Yth:

I AN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSl,

I , Mentori Dalam Negeri
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Urnum

*



E. LAIN. LAIN

Apabila Pasangan Bakal Calon dan Penyelenggara Pemilihan Urnum Daerah

mein butuhkan informasi dan data, dapat menghubungi KPK c. q. Direklorat
Pendaflaran dan Pemeriksaan LHKPN meIalui:

a. 021 - 25578300 ex1,8335

b, 021 - 25578300 ex1.7034

c. 021 - 25578300 ex1.8217

d. 021 - 25578396

TELEPO"

Dengan diterbitkannya Surat Edamn ini, inaka Surat Edaran Pimpinan Komisi

Pemberantasan Konipsi Nomor SE-00810, /08/20, , tentang Perunjuk Teknis

Penyampaian Laporan Hana Kekayaan Dan Pemberian Tanda Tenma Dalam Proses

Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, tangga19 Aguslus 201, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Atas perhatian dan kedasama Saudara, kami ucapkan tenma kasih,

FAKSln, ILl

021- 5292/230 info^Ikada. inkon@kok. o0.1d

EMAIL

Jakarta, 26 Juni 2015

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSl,
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